
LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN  
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

 
1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing 

 

 
 
 
 
 
 
 

Visi Misi Tujuan Sasaran Outcome  Program Prioritas  
Padang Panjang Kota 

Serambi Mekah yang 

Maju, Sejahtera, dan 

Bermarwah 

Misi 3  

Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang  

Melayani, Akuntabel, 

Profesional, Transparan 

Dan Inovatif 

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan 

pelayanan publik yang 

inovatif 

 Nilai AKIP Kota Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

   Meningkatnya Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai AKIP Kecamatan 
Padang Panjang Barat 

 

   Meningkatnya kualitas 
Layanan publik yang 
transparan dan akuntabel 
di Kecamatan dan 
Kelurahan 

Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat pada 
Kecamatan Padang 
Panjang Barat 

 

   Meningkatnya partisipasi 
dan pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pembangunan 

Persentase partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan kecamatan 
dan kelurahan pada 
Kecamatan Padang 
Panjang Barat 

 



 
2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway: 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 

Tentukan Satu Isu Gender Strategis Identifikasi faktor penyebab Susun Rencana Aksi Identifikasi PD relevan 
o Telaah Data Terpilah 

Gedung kantor digunakan oleh ASN laki-laki dan 

perempuan serta masyarakat dari berbagai 

kelompok usia dan kondisi fisik. Namun, fasilitas 

gedung belum sepenuhnya memenuhi prinsip 

aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua 

pengguna.. 

 

o Isu Gender Strategis 

Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi 

gedung kantor yang memperhatikan kebutuhan 

perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, 

lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. 

 

o Kesenjangan APKM 

Akses: Belum seluruh fasilitas gedung mudah 

diakses penyandang disabilitas dan lansia. 

Partisipasi: Pengguna gedung belum dilibatkan 

dalam identifikasi kebutuhan pemeliharaan 

fasilitas. 

Kontrol: Masukan dari perempuan dan kelompok 

rentan belum menjadi pertimbangan utama dalam 

penentuan prioritas rehabilitasi. 

Ranah Masyarakat 

o Pengguna belum menyampaikan 

kebutuhan fasilitas yang lebih inklusif. 

o Kesadaran mengenai bangunan yang 

ramah gender dan disabilitas masih 

rendah. 

 

Ranah Pemerintah 

o Perencanaan rehabilitasi masih 

berfokus pada kondisi fisik bangunan, 

belum mempertimbangkan aspek 

responsif gender. 

o Belum tersedia standar aksesibilitas 

pada seluruh fasilitas kantor. 

o Keterbatasan anggaran 

menyebabkan prioritas lebih 

diarahkan pada perbaikan kerusakan 

utama. 

o - Belum dilakukan survei kepuasan 

pengguna gedung terkait 

kenyamanan dan aksesibilitas. 

o Mengidentifikasi kebutuhan 

rehabilitasi berdasarkan masukan 

seluruh pengguna gedung. 

o Menyediakan fasilitas yang ramah 

gender dan inklusif, seperti toilet laki-

laki dan perempuan yang layak, 

ruang laktasi (sesuai kebutuhan), 

jalur landai (ramp), pegangan 

tangan, dan rambu aksesibilitas. 

o Memastikan pencahayaan, ventilasi, 

dan sistem keamanan gedung dalam 

kondisi baik. 

o Memasukkan aspek aksesibilitas dan 

responsif gender dalam perencanaan 

rehabilitasi gedung. 

o Melakukan evaluasi berkala terhadap 

kondisi sarana dan prasarana kantor. 

Perangkat Daerah 

o Kecamatan Padang Panjang Barat. 

o Bagian Umum/Bagian Aset 

Sekretariat Daerah. 

o Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR). 

o Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DP3A). 

o Bappeda. 

Program yang Relevan 

o Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

o Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah  

o Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya. 



Manfaat: Kenyamanan dan keamanan gedung 

belum dirasakan secara setara oleh seluruh 

pengguna.. 

 

o Bentuk Ketidakadilan Gender 

 Marginalisasi penyandang disabilitas dan 

lansia. 

 Stereotipe bahwa fasilitas standar sudah 

memenuhi kebutuhan semua pengguna. 

 Subordinasi kebutuhan kelompok rentan 

dalam perencanaan rehabilitasi. 

 
3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel 

berikut ini : 

Rencana Aksi   Nama Program  Nama Kegiatan  Nama Sub Kegiatan  
Nama Perangkat Daerah 

Pelaksana 
o Menyediakan fasilitas kantor yang ramah 

perempuan, lansia, dan penyandang 
disabilitas. 

o Memperbaiki sarana prasarana yang 
mendukung aksesibilitas gedung. 

o Melakukan evaluasi kebutuhan fasilitas 
berdasarkan masukan seluruh 
pengguna. 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kecamatan Padang Panjang 
Barat Kota Padang Panjang 

 
Padang Panjang,    Juli 2026 

CAMAT PADANG PANJANG BARAT 
 
 
 

ROMI AR RAHMAN, ST. 
NIP. 19821012 201101 1008 
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2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway: 
 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 

Tentukan Satu Isu Gender Strategis Identifikasi faktor penyebab Susun Rencana Aksi Identifikasi PD relevan 
o Telaah Data Terpilah 

Data kehadiran Musrenbang menunjukkan bahwa 

keterlibatan perempuan dalam forum 

perencanaan masih lebih rendah dibandingkan 

laki-laki. Selain itu, keterwakilan penyandang 

disabilitas, lansia, dan kelompok rentan juga 

masih terbatas. 

 

o Isu Gender Strategis 

Belum optimalnya partisipasi perempuan dan 

kelompok rentan dalam Musrenbang Kelurahan 

sehingga usulan pembangunan belum 

sepenuhnya responsif gender. 

 

o Kesenjangan APKM 

Akses : Informasi Musrenbang belum 

menjangkau seluruh perempuan dan kelompok 

rentan secara optimal. 

Partisipasi : Kehadiran dan penyampaian usulan 

oleh perempuan masih lebih rendah dibanding 

laki-laki. 

Ranah Masyarakat 

o Masih terdapat anggapan bahwa 

Musrenbang merupakan forum yang 

didominasi laki-laki. 

o Perempuan memiliki beban domestik 

sehingga sulit mengikuti Musrenbang. 

o Kepercayaan diri perempuan dalam 

menyampaikan pendapat masih 

rendah. 

o Kelompok rentan belum aktif mengikuti 

forum perencanaan. 

 

Ranah Pemerintah 

o Undangan Musrenbang belum 

memastikan keterwakilan perempuan 

minimal 30%. 

o Jadwal pelaksanaan belum 

mempertimbangkan waktu yang ramah 

bagi perempuan bekerja maupun ibu 

rumah tangga. 

o Menyusun mekanisme Musrenbang 

yang inklusif dan responsif gender. 

o Meningkatkan sosialisasi kepada 

perempuan, penyandang disabilitas, 

lansia, pemuda, dan kelompok 

rentan. 

o Memastikan keterwakilan perempuan 

minimal 30% dalam peserta 

Musrenbang. 

o Menyesuaikan jadwal dan lokasi 

Musrenbang agar mudah diakses 

seluruh kelompok masyarakat. 

o Memberikan ruang yang sama 

kepada perempuan untuk 

menyampaikan usulan. 

o Menggunakan data terpilah laki-laki 

dan perempuan dalam penyusunan 

prioritas pembangunan. 

o Meningkatkan kapasitas aparatur 

kelurahan mengenai 

Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Perangkat Daerah 

o Kecamatan Padang Panjang Barat 

o Seluruh Kelurahan di Kecamatan 

Padang Panjang Barat 

o Bappeda Kota Padang Panjang 

o Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (atau OPD yang 

membidangi pemberdayaan 

masyarakat) 

o Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DP3A) 

 

Program yang Relevan 

o Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

o Program Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan Kelurahan 

o Program Pengarusutamaan Gender 

(DP3A) 

o Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) 



Kontrol : Perempuan belum memiliki kesempatan 

yang sama dalam memengaruhi penetapan 

prioritas pembangunan. 

Manfaat : Hasil pembangunan belum 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan, 

anak, lansia, dan penyandang disabilitas. 

 

o Bentuk Ketidakadilan Gender 

Subordinasi 

Stereotipe 

Marginalisasi 

Beban ganda perempuan 

o Fasilitator belum sepenuhnya 

memberikan kesempatan yang 

seimbang kepada seluruh peserta. 

o Belum tersedia data terpilah sebagai 

dasar penyusunan usulan 

pembangunan responsif gender. 

 
3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel 

berikut ini : 
 

Rencana Aksi   Nama Program  Nama Kegiatan  Nama Sub Kegiatan  
Nama Perangkat 

Daerah Pelaksana 
o Pelaksanaan Musrenbang dengan Sarana dan Prasarana yang memadai disertai 

dengan ruangan yang lebih respentatif dengan volume usulan masyarakat 
o Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Musrenbang. 
o Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam 

penyampaian usulan. 
o Menyusun prioritas pembangunan berdasarkan data terpilah gender. 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Dan Kelurahan 

Pemberdayaan 
Kelurahan 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan Di 
Kelurahan 

Kecamatan Padang 
Panjang Barat Kota 
Padang Panjang 

 
Padang Panjang,    Juli 2026 

CAMAT PADANG PANJANG BARAT 
 
 
 

ROMI AR RAHMAN, ST. 
NIP. 19821012 201101 1008 
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2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway: 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 

Tentukan Satu Isu Gender Strategis Identifikasi faktor penyebab Susun Rencana Aksi Identifikasi PD relevan 
o Telaah Data Terpilah 

Data kepengurusan RT menunjukkan bahwa sebagian 

besar pengurus RT masih didominasi oleh laki-laki, 

sedangkan keterlibatan perempuan lebih banyak pada 

kegiatan pendukung. Selain itu, usulan dari perempuan 

dan kelompok rentan belum sepenuhnya terakomodasi 

dalam perencanaan kegiatan RT. 

 

o Isu Gender Strategis 

Belum optimalnya partisipasi dan peran perempuan 

dalam kelembagaan RT sehingga pemberdayaan 

masyarakat belum sepenuhnya responsif gender.. 

 

o Kesenjangan APKM 

Akses: Kesempatan mengikuti pelatihan, pembinaan, 

dan informasi mengenai kelembagaan RT belum merata. 

Partisipasi: Keterlibatan perempuan dalam 

kepengurusan dan forum RT masih rendah. 

Kontrol: Perempuan belum memiliki kesempatan yang 

sama dalam pengambilan keputusan di tingkat RT. 

Manfaat: Manfaat program pemberdayaan RT belum 

dirasakan secara optimal oleh seluruh kelompok 

masyarakat. 

o Bentuk Ketidakadilan Gender 

 Subordinasi. 

Ranah Masyarakat 

o Budaya yang masih memandang 

laki-laki sebagai pengambil 

keputusan utama di lingkungan RT. 

o Perempuan memiliki keterbatasan 

waktu karena peran domestik. 

o Kepercayaan diri perempuan untuk 

menjadi pengurus RT masih rendah. 

o Kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya kepemimpinan yang 

inklusif masih terbatas. 

 

Ranah Pemerintah 

o Pembinaan kelembagaan RT belum 

secara khusus mendorong 

keterwakilan perempuan. 

o Belum tersedia data terpilah 

mengenai kepengurusan dan 

peserta kegiatan RT. 

o Materi pembinaan belum 

mengintegrasikan perspektif 

Pengarusutamaan Gender (PUG). 

o Meningkatkan sosialisasi pentingnya 

kesetaraan peran dalam 

kelembagaan RT. 

o Mendorong keterwakilan perempuan 

dalam kepengurusan dan kegiatan 

RT. 

o Menyelenggarakan pelatihan 

kepemimpinan dan penguatan 

kapasitas bagi pengurus RT laki-laki 

dan perempuan. 

o Menggunakan data terpilah sebagai 

dasar evaluasi pemberdayaan RT. 

o Mengintegrasikan materi PUG dalam 

pembinaan kelembagaan RT. 

o Melibatkan perempuan dan 

kelompok rentan dalam penyusunan 

program kerja RT. 

Perangkat Daerah 

o Kecamatan Padang Panjang Barat. 

o Kelurahan. 

o Dinas Sosial P3A 

o Bappeda. 

 

Program yang Relevan 

o Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

o Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan. 

o Sub Kegiatan Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan (RT). 



 Stereotipe bahwa kepemimpinan RT merupakan 

peran laki-laki. 

 Marginalisasi perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 Beban ganda yang membatasi keterlibatan 

perempuan. 

 
3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel 

berikut ini : 
 

Rencana Aksi   Nama Program  Nama Kegiatan  Nama Sub Kegiatan  
Nama Perangkat Daerah 

Pelaksana 
o Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan 

dan pembinaan RT. 
o Melaksanakan pembinaan kelembagaan RT yang responsif 

gender. 
o Memberikan kesempatan yang setara kepada laki-laki dan 

perempuan dalam pelatihan dan pembinaan RT. 
o Menggunakan data terpilah laki-laki dan perempuan sebagai 

dasar evaluasi pemberdayaan RT. 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Pemberdayaan 
Kelurahan 

Kegiatan Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan 

Kecamatan Padang Panjang 
Barat Kota Padang Panjang 

 
 

Padang Panjang,    Juli 2026 
CAMAT PADANG PANJANG BARAT 

 
 
 

ROMI AR RAHMAN, ST. 
NIP. 19821012 201101 1008 
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